BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah mempresentasikan data dan analisis atas temuan penelitian pada bab-bab

sebelumnya, bab ini berusaha memaparkan sgjumlah kesimpulan dan rekomendasi

yang berkaitan dengan konflik penamaan jalan dan konflik tanah.

6.1 Konflik penamaan jalan

Terjadinya konflik penamaan jalan di perbatasan wilayah antar RT 07 dusun
01 dan RT 13-B dusun 02 disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya perbedaan
kepentingan (dalam konteks konflik penamaan jalan perbedaan kepentingan ini
mengarah ke perbedaan keinginan), komunikas (mispersepsi) yang berujung tidak

ada kesepakatan antar kedua RT.

Sementara strategi yang dilakukan pemerintah Desa Penfui Timur dalam
menyelesaikan konflik penamaan jalan ialah dengan menggunakan mediasi. Medias

yang dilakukan hanya satu kali dan hanya melibatkan pihak RT 07 dusun 01.

Medias yang diinisias oleh kepala desa Penfui Timur bersifat parsial.
Dikatakan parsia karena ia tidak memfasilitasi semua pihak yang berkonflik untuk
membangun dialog pada ruang dan waktu secara bersama-sama. Ketidakmampuan
pemerintah desa untuk membentuk forum dialogal menyebabkan konflik penamaan

jalan masih terkatung-katung hingga penelitian ini dibuat.



Masing-masing pihak mempertahankan kepentingan pemilihan nama jalan
secara relatif konsisten. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua nama yang berbeda

pada satu jalan yang sama: Oefatu satu versus San Juan 04.

6.2 konflik kepemilikkan tanah

Sejumlah studi konflik agraria di Indonesia mengindikasikan bahwa konflik
yang paling banyak disoroti oleh publik karena dampak eskalasi konflik yang luas
adalah konflik agraria antara negara versus masyarakat lokal, korporasi versus
masyarakat |okal, dan bahkan kolaboras negara dan korporasi versus masyarakat

lokal (Dhosa, 2019; Dhosa 2021).

Studi ini memberikan sumbangan bagi pengembangan teoretik dengan fokus
pada konflik agraria di tingkat lokal Nusa Tenggara Timur. Salah satu sumbangan
dimaksud adalah perspektif konflik tanah antara sesama warga masyarakat, antara

pembeli dan penjual, antara tuan tanah dan pembeli.

Konflik kepemilikkan tanah antar Mius Sebaat, Ignas Teluma dan Priska
Lehan disebabkan kurang tertibnya administras tanah masa lalu serta ketimpangan
struktur dan kepemilikkan tanah. Sehingga konsekuensinya ialah masing-masing
pihak merasa berhak atas tanah tetapi tidak didukung oleh surat-surat tanah atau bukti
transaks jua beli (administras tanah). Untuk meredam konflik ini pemerintah desa

Penfui Timur menyelesaikannya dengan mediasi yang dilakukan dalam dua tahap.



Pada tahap pertama dilakukan di tingkat dusun dan tahap kedua dilakukan di tingkat

desa (tiga kali medias).

6.3 Saran

6.3.1 Bagi warga Desa Penfui Timur

Warga (masyarakat) diharapkan untuk memahami sebaik mungkin instruksi
dari pemerintah desa dalam melaksanakan sesuatu, terlebih dalam proses
penyelesaian konflik. Hendaknya warga di kedua RT yang terlibat konflik segera
melakukan musyawarah guna menemukan atau menyepakati nama jalan yang tepat.
Selain itu unsur sejarah dan budaya juga semestinya diperhatikan oleh masyarakat di
kedua RT yang berkonflik. Sementara untuk konflik tanah kelengkapan dokumen-
dokumen tanah harus diutamakan agar tidak muncul oknum yang asal mengkalim

tentang kepemilikkan tanah.

6.3.2 Bagi pemerintah Desa Penfui Timur

Menelisk konflik penamaan jalan yang sampai hari ini belum ada titik
penyelesaian, maka pemerintah desa Penfui Timur hendaknya bersikap cepat dan
tegas dan bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan masalah atau konflik yang
terjadi. Pemerintah desa semestinya memberi perhatian penuh terhadap warganya

yang terlibat dalam suatu konflik apapun it
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LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan parainforman

1. Dokumentasi wawancara informan konflik penamaan jalan

Kepaa Desa Penfui Timur Ketua RT 13-B Kepala dusun 01

Tokoh masyarakat Anggota BPD Kepala dusun 02



Ketua RT 07

Ketua BPD

Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat



2. dokumentasi wawancara informan konflik tanah

Ahli waris Kepala dusun 03 Sekretaris Desa Penfui Timur

Kepala Desa Penfui Timur
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Dokumentas |okas
dan papan nama
jalanyang
bermasalah
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Dokumentasi proses medias konflik penamaan jalan
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